PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
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EEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
NOMOR: 800,03/ Kpts/CMT-BAYLU /2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN
HANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

Memmbang ; ®& bshwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada
Kantor Camat [V Nagari Bayang Utara dan dengan
keterbatasan jumlah PNS, perlu diangkat pegawai tidak tetap .

b. bahwa untuk memenuhi point (al diatas perlu ditetapkan
dengan keputusan Camat IV Nagan Bayang Utara.

iR Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1956 tentang Pembentukan
Dasrah Ctonom Kabupaten Dalam Lingkungan Deerah Propinsi
Sumatera Tengah [Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Teahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun [958 Nomor [08, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4, Undoang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang Pemenksasan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $400);

o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negarg Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat

b2

&. Undang-Undang Nomor 5 Tahyn 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negare Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 6.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494}

7. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 teéntang Pemerintehan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587],
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3679,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4614);

Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041}

Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang
Pedoman Pengelolran Keuangan Daerah, sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubshan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Mentern Dalam Negen Nomor B0 Tahun 2015  tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014%9;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perafuran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tehun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang
Sistemn dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 13 Tabun 2017 tentang Perubahan Kétiga Atas
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang
Sistemn dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,



Menetapkan :

KESATU :  Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebul dalam jalur 2
(duaj daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK]} pada OPD Kanter Camat [V Nagan Bayang Utars
Tahun Anggaran 2025 .

KEDUA :  Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegatan [PPTK]
sebagal berikut :

1.

2.
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Melaksanakan Kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan
bertanggung jawab atas fisik dan kevangan.
Memenuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesual
dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnva
yang berlaku.
Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan pronsip efektifl dan
ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi yang
bertanggung jawab,
Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan vang menjadi
tanggung jawabnya.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta
mengantisipasi sedini mungkin terhadap permelasalahan yang
timbul di lapangan.
Wajib membuat laporan kemajusn pekerjaan dan keuangan
serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah selambat-lambatnyva tenggal 05 setiap bulan dengan
tembusan:

I. Bagian Administrasi Pembanpgunan Setda Kabupaten

Pesisir Selatan.
2. Inspektorat Derah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Subag Program dan Keuangan BPKD Kabupaten Pesisic
Selatan

Menyiapkan Dokumen Anggsran ates beban Pengeluaran

pelaksana kegiatan.

KETICGA i Peabat Peinksans Teknis Kematan (PPTK] berntanggung Jaweb pada
Penggpuna Angparan OPD Kantor Camat [V Nagan Bavang LUtara.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulal berlaki sejak tangegal ditetapkan., dengan
ketentuan apabila dikemudian han terdapat Kekeliruan akan di
adakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Dntetapkan di {Asam Kumbang

: 03 Januan 2025

Tembusan Disampatkan Kepada YTH:

|. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.

2. [nspekitur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

3. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

4. Sdr Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan,
5. PPTK Kecamatan IV Nagari Bayang Utara:

6. PPK dan Staf Bersangiutan.
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PENUNJUHAN PEGAWAI NEGERT BIPIL MENJADI PEJABAT PELAHBAKA TEHENIS KEGIATAN [FPTE]
HECAMATAN IV NAGARI BATANG UTARA HABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGOARAN 2025
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Administrasi Tmum Peranghat Daorah

Penyvedinan Kompones Instalasi Listrile) Perierangom Bangunai Karitor
Penyeilinan Peralaton den Perdengkapan kantor

Peayeddinan Hahan Logistk Ko

Penyedipnan Barang Cetnknn dian Pengpandsan

Peayediaan Bahan Bacaan Jdan Permluran Perundang-ondangan

fi. Faslitns Bunjungan Tamu

Penyvelenggarnan Rapst Kpanimasi dan Konsiiltess SKPD
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Pongadaan Barang Milik Dasrah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadann Mabel

Penyeiliann Jess Penunjang Urusan Pemerintah Doerah
| . Penyedisan Jusn Komunikes, Somber Dave Aar dan Listok
2. Penvediaan Jasa Pelavanan wmien Kantir

Pemeliharsan Barang Milik Dasrah Penujang Urusan Pemerintah Daarah
I Penyedinan Jusa Pemelibaraan Binys Pemelibansan, Papak dan Perisinan
Rendarann Dhnas Operasinal aran lapangan
2. Pemeliharnan Perabliaten clon 8Mesii lsiinys

Eoordinasi Kegiatan Pemberdoynan Dessa
I. Peningkatan Partisipas Masyarubal idatam Forum Musyawarah Perencannmn
Pembangunan di [esa
2. Penmghatan Elektifites Keginian Pembendoviaan Masyarakat of Wilayah
hecnmuatian

PFemberdayann Lembags Eemasynrakatan Tingkat Hecnmatan

i, Peovelenggarmnn Lembigs Kemasyalakatan




Penyelenggarman Urnsan Pemerintashaan Dmum Sesuai Penugasan Kepaln Dacrah
i Pembinaan Persatuan dan Kesiaiuan Hangaa
2 Pelalsmandan Togas Forum Koomdinas Pmpran th Kecapatan

Fasilitns Rekomendasi dan Hoordinasl Pembinnan dan Pengawasan Pemerintahan Desn
1 Fasilitns Adimimisiras Tata Pemenniahan Less

)
LT ’

JERL PRt A Td, 5D
sl bt 1 1910 | 00)




